



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM 
LINGKUP RUMAH TANGGA  








A.LADY FEBRIYA A.M 














TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM 
LINGKUP RUMAH TANGGA  





Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada 
Bagian Hukum Pidana 
Program Studi Ilmu Hukum 
 
Oleh : 
A.LADY FEBRIYA A.M 



















UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat 
dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan 
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga pembuatan skripsi yang 
berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup 
Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 1634/Pid.Sus/2015/PN.Mks)” dapat 
terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir sekaligus menjadi salah 
satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
 Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 
yang telah membantu, dengan kerendahan hati khususnya kepada orang tua penulis, 
ayah A. Ambo Adi M. S.H dan ibu Hj. A. Sri AstutyArman yang senantiasa memberi 
doa, kasih saying, tenaga, waktu, motivasi dan perhatian yang lebih sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini. Begitu pun kepada saudari-saudariku A. AnjalyAsty M 
dan A. Adinda Asty M yang juga memberikan pengertian, motivasi, dan bantuan kepada 
penulis. 
 Skripsi ini juga dapat diselesaikan dengan baik tidak terlepas dari bantuan 
berupa bimbingan, masukan, dan saran dari berbagai pihak yang selalu member 
dukungan.Untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin 
mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada yang terhormat. 
1. Rektor Universitas Hasanuddin yaitu ibu Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. 
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., selaku Pembimbing I yang senantiasa 
memberikan bimbingan, waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan dan 
membantu dalam penulisan skripsi ini. 
vii 
 
4. Ibu Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang juga senantiasa 
memberikan bimbingan, waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan dan 
membantu dalam penulisan skripsi ini. 
5. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, 
S.H., M.H., dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku penguji yang telah 
memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi ini. 
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta seluruh staf, penulis ucapkan 
terima kasih atas segala bantuan selama penulis melakukan penelitian. 
8. A.Muh. Wahyu Dwitama , yang telah memberikan dukungan, nasehat, 
menjadi penyemangat serta senantiasa mendampingi dan membantu penulis 
selama menyelesaikan skripsi ini. 
9. Sahabat-sahabatku Rezky Amalia, Nurfadhillah Liwang, Nursyamsi Masseng, 
Della Devita, dan A. Nurul Qalby terima kasih atas dukungan, bantuan, dan 
motivasi kalian .  
10. Sistah-sistahku, Dhea, Vina, Yayan, Nadiyah, Kisti, Ica, Eca, Dira, Ismy, dan 
Manda yang telah memberikan semangat, bantuan, dan menjadi teman 
seperjuangan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
11. A.Iznada Zikriani, yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi 
kepada penulis. 
12. Teman-teman KKN Gelombang 93 Kelurahan Tappanjeng Kecamatan 
Bantaeng Kabupaten Bantaeng khususnya Fauziah Maswah, Rahmatika, 
Putri Githa, Ahmad Yasin, Mega Syawaluddin dan Zulkifli M. 
13. Teman-teman berbagi cerita suka dan duka GERCEP terima kasih atas 
segala dukungan dan saran. 
14. Keluarga Besar Fakultas Hukum Angkatan 2013 dan teman-teman HLSC 
penulis ucapkan terima kasih banyak. 
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari 
kesempurnaan sehingga dengan kerendahan hati penulis terbuka menerima kritik dan 
saran dari berbagai pihak. 
viii 
 
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak yang berkepentingan. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
Makassar, Januari 2017 
 





















 A. LADY FEBRIYA A.M (B111 13 599), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Nomor 
1634/Pid.Sus/2015/PN.Mks), dibimbing oleh Bapak Muhadar dan Ibu Haeranah. 
 Penelitian ini bertujuan untuk : a) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dalam 
putusan nomor 1634/Pid.Sus/2015/PN.Mks, b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum 
hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana nomor 
1634/Pid.Sus/2015/PN.Mks. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar.Metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian lapangan (field research), 
penelitian kepustakaan (library research). Data primer yang diperoleh melalui 
wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk 
memperoleh informasi guna melengkapi data sedangkan data sekunder, yaitu data 
yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, 
majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan 
penelitian. 
 Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil 
dalam putusan hakim dalam perkara nomor 1634/Pid.Sus/2015/PN.Mks telah sesuai 
dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam 
menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai 
dengan fakta yang terungkap di persidangan baik itu pertimbangan dari segi pidana 
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A. Latar Belakang Masalah 
Di dalam kehidupan masyarakat banyak sekali terjadi suatu 
kejahatan dimana kejahatan tersebut dikatakan sebagai tindak 
pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur rumusnya dalam 
Pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di 
Indonesia. Dari sekian banyaknya kejahatan yang terjadi di 
Indonesia, salah satu bentuk kejahatan yang terjadi adalah 
kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga seharusnya tempat 
yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh 
suami-istri atas ikatan lahir batin diantara keduanya akan tetapi, 
pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat 
penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. 
Menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan bahwa “Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk 
saling cinta-mencintai hormat-menghormati, dan memberi bantuan 
lahir batin yang satu kepada yang lain”. 
Bahkan suami-istri, mempunyai hak dan kedudukan yang 
seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup di 
dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum 
(Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan) adapun tujuan dari 
Undang-Undang Perkawinan mengatur hal tersebut adalah agar 
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rumah tangga terhindar dari perselisihan dan tindakan kekerasan. 
Namun hal ini tidak sesuai dengan kenyataannya karena semakin 
banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hukum 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat dengan 
beberapa pertimbangan; bahwa setiap warga negara berhak 
mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan 
sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa segala bentuk 
kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan 
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat 
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; bahwa 
korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah 
perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau 
masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau 
ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan; bahwa dalam 
kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak 
terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin 
perlindungan terhadap korban kekerasan. Dalam penjelasan di atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara 
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umum menetapkan, “Kerukunan dan Keutuhan rumah tangga yang 
bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap 
orang dalam rumah tangga. Negara Repubik Indonesia adalah 
Negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh 
Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga 
dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh 
agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka 
membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan 
dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang 
dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan 
pengendalian diri seseorang dalam lingkup rumah tangga tersebut”. 
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika 
kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada 
akhirnya dapat terjadi kekerasan rumah tangga sehingga timbul 
ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada 
dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi 
korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, 
negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, 
perlindungan, penindakan pelaku sesuai falsafah Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama 
kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggran hak asasi 
4 
 
manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta 
bentuk diskriminasi. Perkembangan dewasa ini menunjukkan 
bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan 
penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga 
dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus 
kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak 
pada kelompok rentan, khususnya perempuan, menjadi sangat 
diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, 
terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum 
tersebut diperlukan karena Undang-Undang yang ada belum 
memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum 
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak 
pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena 
mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam kitab 
Undang-Undang hukum pidana telah diatur mengenai 
penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu 
diberikan nafkah dan kehidupan.  
Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa 
kekerasan fisik semata, meskipun akhir-akhir ini banyak sekali 
kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan 
fisik. Baik yang menimpa istri, anak, pembantu rumah tangga (PRT) 
atau orang lain yang masih dalam lingkup sebuah keluarga. 
Namun, penelantaran keluarga baik anak maupun istri ataupun 
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yang lainnya yang akhir-akhir ini mulai banyak terjadi di masyarakat 
juga merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk dalam 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hal ini telah tercantum 
dalam salah satu  pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. 
Penelantaran rumah tangga juga termasuk dalam pengertian 
kekerasan karena setiap orang dilarang menelantarkan orang lain 
dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku 
baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 
memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap 
orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang 
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi 
dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar 
rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. 
Tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah 
tangga termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 
yang tergolong kekerasan psikologis dalam rumah tangga yang 
dapat mengakibatkan beban mental bagi korban. Kekerasan 
psikologis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban ini memang 
tidak menimbulkan bekas luka seperti kekerasan fisik, namun 
kekerasan psikologis dapat menjatuhkan harga diri bahkan memicu 
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dendam bagi korban terhadap pelaku. Kekerasan psikologis 
bahkan lebih sulit diatasi daripada kekerasan fisik. 
Ada berbagai macam sebab yang menyebabkan terjadinya 
penelantaran dalam rumah tangga dapat dilihat dari berbagai 
faktor, yaitu ekonomi, adanya wanita idaman lain (WIL) dari pihak 
suami, adanya faktor kemalasan (tidak adanya ketekunan dalam 
bekerja), adanya pernikahan sirih serta adanya tindak kekerasan 
lain yang terjadi seperti kekerasaan fisik, psikis, seksual yang dapat 
menimbulkan terjadinya penelantaran rumah tangga. Hal tersebut 
menjadi pemicu retaknya hubungan keluarga yang dapat 
menyebabkan penelantaran bahkan terjadi perceraian. 
Tindak pidana penelantaran dapat dipicu dari berbagai 
aspek, diantaranya adalah tidak ada rasa tanggung jawab terhadap 
seseorang (perempuan/anak), dan penelantaran ekonomi. 
Perempuan yang bergantung secara ekonomi terhadap 
pasangannya tentu tidak ingin hidup susah. Ada banyak faktor 
sosial dan kultur lainnya yang mendorong perempuan untuk 
bertahan dan mencoba mengatasi situasi tersebut. Banyak pihak 
korban kekarasan penelantaran dalam rumah tangga tidak berani 
melaporkan tindakan tersebut, lantaran takut membuka aib atau 
kejelekan keluarganya sehingga mereka menutup-nutupi hal 
tersebut. Selain itu, tidak adanya kesetaraan gender antara suami 
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dan istri. Anggapan istri harus selalu patuh, hormat, tidak 
membantah, dan sebagainya sehingga muncul kesenjangan. 
Semakin marak kasus penelantaran rumah tangga yang 
dialami oleh kaum perempuan. Bahkan sekarang ironisnya bukan 
lagi masyarakat biasa yang melakukan tindak penelantaran rumah 
tangga bahkan dewasa ini marak terjadi oknum polisi melakukan 
tindak penelantaran dalam lingkup rumah tangganya. Oknum polisi 
adalah salah satu penegak hukum yang seharusnya sebagi contoh 
figur dalam masyarakat tetapi oknum polisi tersebut telah 
melakukan tindak penelantara rumah tangga terhadap istrinya 
sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masih terbentang jurang yang 
lebar bagi kaum perempuan untuk meraih hak-haknya, khususnya 
untuk mendapatkan perlindungan dari  pihak penegak hukum 
khususnya polisi.  
Seperti dalam kasus penelantaran yang dilakukan oleh 
oknum polisi yang bernama Kaharuddin dengan istrinya bernama 
Nurhidayat Thaha. Kejadian penelantaran yang dilakukan oleh 
suaminya bermula sekitar bulan Juni 2014 dirumahnya. Sejak 
menikah pada bulan Desember 2008 hingga Februari 2014 
keadaan rumah tangga Nurhidayat Thaha dengan suaminya 
harmonis. Namun sejak bulan Februari 2014 mulai tidak harmonis 
dan menurut Nurhidayat Thaha pemicunya adalah adanya wanita 
lain atau pihak ketiga. 
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Padahal polisi ini adalah aparat penegak hukum, tetapi 
dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak 
sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian atau 
dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran 
terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahkan 
tertera dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, menyatakan bahwa sikap dan perilaku Pejabat 
Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pada kode etika 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti dalam kasus 
penelantaran dalam rumah tangga yang dialami oleh Nurhidayat 
Thaha dengan suaminya yang seorang aparat penegak hukum. 
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, 
maka peneliti akan membahas secara dalam dan mengkajinya 
dalam bentuk Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga 







B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada Tindak 
Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
Putusan pada Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup 
Rumah Tangga Pada Putusan Nomor 
1634/Pid.Sus/2015/Pn.Mks ? 
C. Tujuan Penelitian  
Penelitian ini bertujuan antara lain:  
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan  terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup 
Rumah Tangga Pada  Putusan Nomor 
1634/Pid.Sus/2015/Pn.Mks 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut : 
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 
hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana 




2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada aparatur negara dimana 
sebagaian besar terjadi dalam lingkupnya agar tindak pidana 






A. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut “strafbaar 
feit”,yang sebenarnya istilah resmi dalam “strafwetboek” atau Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana,yang sekarang berlaku di Indonesia. 
Tindak Pidana juga biasa disebut dengan kata “delik”, kata “delik” 
berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam Bahasa Jerman 
disebut delict, dalam Bahasa Perancis disebut delit, dan dalam Bahasa 
Belanda disebut delict. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti 
delik diberi batasan sebagai berikut.1 
 “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana” 
Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia  tidak ditemukan 
definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama 
ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana 
umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari 
pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan 
Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut 
                                                             
1 Wirjono Prodjodikoro, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, 
Bandung, Hlm. 59.  
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pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana 
Belanda dan Indonesia pada saat ini. 
Menurut Simons bahwa  strafbaar feit (terjemahan harfiah: peristiwa 
pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan 
kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab. 
kesalahan yang dimaksud oleh  Simons ialah kesalahan dalam arti luas 
yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai). Dari 
rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan 
pidana (criminal act)  yang meliputi perbuatan dan sifat melawan 
hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) 
yang mencakup kealpaan, kesengajaan, serta kelalaian dan 
kemampuan bertanggungjawab.2 
Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang 
diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut 
atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en 
aan schuld te wijten). Maka makna kesalahan (schuld) menurut Van 
Hamel lebih luas lagi dari pendapat Simons, karena meliputi 
kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan 
bertanggungjawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah 
strafbaar feit tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah strafwaardig 
feit (peristiwa yang bernilai dan patut dipidana).3 
                                                             
2 Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224. 
3 Ibid, Hlm. 225. 
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Dalam rumusan Vos memberikan definisi yang singkat, bahwa 
strafbaar feit ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh 
peraturan perundang-undangan diberikan pidana.4 
Simons, Van Hamel dan Vos, semuanya merumuskan delik 
(staraafbaar feit) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan 
dan akhirnya disatu pihak dan pertanggungjawaban dilain pihak.  
Moeljatno  dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana 
meskipun tidak untuk menerjemahkan strafbaar feit itu. Utrech, 
menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrech 
menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi peristiwa. Sama 
dengan istilah yang dipakai oleh Utrech , Undang-Undang Dasar 
Sementara  1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.5 
Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa 
itu pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu 
kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana 
tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena 
perbuatan orang lain.6  
Sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak 
pidana, seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-
undang Tindak Pidana Imigrasi, dan seterusnya. Istilah tindak pidana 
itupun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa 
“tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang undangan 
                                                             
4
 Ibid. 




yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasalnya sendiri, 
maupun dalam penjelasan hampir selalu memakai pula kata 
“perbuatan”7 
A.Z.Abidin 8  mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, 
karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang 
tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan 
“pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya.jadi, 
meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya 
rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai Jerman, yaitu “Tat” 
(perbuatan) atau “handlung” dan tidak dengan maksud untuk 
menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z. 
Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, 
yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa latin 
delictum). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai 
juga istilah “delik”, disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh 
memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitupula 
Oemar Seno Adji, disamping memakai istilah “tindak pidana” juga 
memakai istilah “delik”. 
Di negara Belanda dipakai istilah feit dengan alasan bahwa istilah 
itu tidak meliputi hanya perbuatan (handelen), tetapi juga pengabaian 
(nalaten). Pemakaian istilah feit pun disana dikritik oleh Van Der 
Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan feit 
                                                             




itu. Senada dengan  itu Van Hamel mengusulkan istilah strafwaardig 
feit (strafwaardig artinya patut dipidana). Oleh karena itu Hazewinkel-
Suringa mengatakan istilah delict kurang dipersengketakan, hanya 
karena istilah “strafbaar feit” itu telah biasa dipakai.9 
Moeljatno mengatakan, bahwa perbuatan pidana itu dapat 
disamakan dengan criminal act, jadi berbeda dengan straafbaar feit, 
yang meliputi pula pertanggung jawaban pidana. Katanya, criminal act 
itu berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga actus reus.10 
Oleh karena itu setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan  Tindak Pidana ialah 
suatu perbuatan subjek hukum atau manusia dan badan hukum  yang 
melanggar ketentuan yang berlaku atau undang-undang dan pelakunya 
dapat dikenai hukum pidana,Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan 
subjek tindak pidana.11 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana  
1. Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Doktrin 
Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas 
unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur 
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:12 
 
                                                             
9 Ibid. 
10 Ibid, Hlm. 96 
11
 Wirjono Prodjodikoro, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, 
Bandung, Hlm. 59. 
12 Leden Marpaun, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9-10 
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a. Unsur subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam 
diri  pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada 
hukuman kalau tidak ada kesalahan” (an act does not 
make a person guilty unless the mind is guilty or actus 
non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang 
dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh 
kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan 
(negligence or schuld). Pada umumnya para pakar telah 
menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga 
bentuk), yakni: 
1. Kesengajaan sebagai maksud (oogm erk); als  
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet 
zekerheidsbewustzijn); 
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan 
(dolus evantualis). 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan 
dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, 
yakni: 
1. Tak berhati-hati 
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu. 
b. Unsur Objektif 
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Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku 
yang terdiri atas: 
a) Perbuatan manusia, berupa: 
1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan 
negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau 
membiarkan. 
b) akibat (result) perbuatan manusia 
akibat tersebut membahayakan atau merusak 
bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan 
yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, 
badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan 
sebagainya. 
c) keadaan-keadaan (circumstances), dibedakan antara 
lain: 
1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
d) Sifat dapat dihukum atau sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-
alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. 
Adapun sifat melawan hukum adalah apabila 
perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
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Semua unsur delik tersebut merupakan suatu 
kesatuan . salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa  
menyebabkan terdakwa dibebaskan di pengadilan. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Para Ahli 
Menurut Satochid Kartanegara13, unsur delik terdiri atas 
unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah 
unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa: 
1. Suatu tindakan, 
2. Suatu akibat, dan 
3. Keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang-undang. Unsur Subjekrif adalah unsur-unsur 
dari perbuatan yang dapat berupa: 
1. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan 
(toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld) 
Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus 
terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang 
mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah 
suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan 
akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan 
                                                             
13 Ibid, Hlm. 10-11 
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juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai 
perbuatan. 
Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, 
yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya 
Lamintang menyatakan sebagai berikut:14 
“Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur 
yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 
dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala 
sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun yang 
dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam 
keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukukan”. 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah 
sebagai berikut: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau 
culpa) 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau 
poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 
(1) KUHP 




3. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachter 
raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan 
pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. 
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat 
dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 
KUHP 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah 
sebagai berikut: 
1. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid 
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai 
seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut 
Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus 
suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut 
Pasal 398 KUHP 
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan 
sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai 
akibat. 
Pendapat Lamintang yang menjelaskan bahwa unsur 
subjektif  adalah unsur yang melakat pada diri pribadi 
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sipelaku adalah tepat, tetapi apa yang tersebut pada butir 2, 
3, 4 unsur subjektif, pada hakikatnya termasuk jenis 
kesengajaan pula. 
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah tangga15 
Dalam kamus bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan 
perihal yang bersifat , berciri khas, perbuatan seseoarang yang 
menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan 
kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud 
perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, 
sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau 
ketidakrelaan pihak yang dilukai. 
Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan 
terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan 
hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdarakan 
pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap 
perempuan dalam rumah tangga dijaring dengan pasal-pasal KUHP 
tentang kejahatan. 
Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford 
Kadish dalam Encyclopedia of criminal justice, beliau mengatakan 
                                                             




bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah kadang-
kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman, 
ancaman, yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik. 
Sedangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan: 
“kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis 
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” 
Undang-undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan 
dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun 
psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota 
keluarga yang lain (yang dapat dilakukan suami kepada istri dan 
anaknya, ataupun oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). 
Meskipun demikian yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan 
anak oleh sang suami.  
Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja 
termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak, atau pembantu rumah tangga. 
Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih 
dipersempit  artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. 
Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam 
rumah tangga adalah istri. Sudah tentu pelakunya adalah suami . 
Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat pula 
sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh istrinya. 
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Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga 
merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat 
dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. 
Maka dari itu ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga ini erat 
kaitannya dengan pihak-pihak pelaku maupun pihak-pihak korban, 
dimana korban tersebut lebih banyak kepada pihak perempuan, 
disebabkan oleh kebudayaan. Dimana kaum pria lebih memegang 
kekuasaan dan kendali masyarakat, apalagi dalam rumah tangga yang 
menjadi kepala rumah tangga, pencari nafkah untuk keluarga, sehingga 
sang istri lebih tunduk kepada sang suami meskipun hak-haknya 
sebagai wanita ditindas, dalam hal fisik maupun psikologi. 
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga16 
Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan 
salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat 
kemanuasiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan 
melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua 
kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindak 
kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Misalnya 
kejahatan seksual, ada diantaranya yang tidak dilakukan dengan cara-
cara kekerasan tetepi dilakukan atas dasar suka sama suka dan 
                                                             
16 Ibid, hlm. 38-42 
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melalui transaksi yaitu imbalan uang atau barang untuk melayani 
kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian seperti pelacuran.  
Bentuk kekerasan terhadap perempuan (dalam rumah tangga) 
sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik ( memukul, menampar, 
meludah, menggunduli, menyulut rokok dan lain-lain); kekerasan 
terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, 
mengancam, memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-lain); 
kekerasan ekonomi biasanya berwujud tidak memberikan uang belanja 
kepada istri dan memakai atau menghabiskan uang istri; kekerasan 
seksual (memakasa hubungan seksual atau memuaskan selera 
seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (istri). 
Dengan demikian, kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja 
yang biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-
memar ditubuh atau goresan-goresan luka tetap berbentuk secara 
halus atau tidak kasat mata, seperti kecaman kata kasar yang 
meremehkan dan sebagainya. Sedangkan kekerasan emosional dan 
psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tetapi dampaknya dapat 
memutus asakan apabila berlangsung berulang-ulang termasuk dalam 
kekerasan emosional ini apakah penggunaan kata-kata kasar, 
merendahkan atau mencemooh. Misalnya membanding-bandingkan 




Kekerasan seksual lebih sulit lagi dilihat karena tempat terjadinya 
yang sangat tersembunyi, yaitu dalam kandungan inti suami istri. 
Antara lain pemaksaan dalam hubungan seks. 
Sedangkan yang bisa dikatan sebagai kekerasan ekonomi, 
misalnya tidak memberikan uang belanja, menjual atau memaksa istri 
kerja sebagai pelacur atau menghambur-hamburkan penghasilan istri 
untuk bermain judi, minum-minuman beralkohol dan sebagainya. 
Keadaan sosial misalnya membatasi pergaulan istri dengan 
melarangnya mengikuti kegiatan diluar rumah. 
Dengan demikian, paling tidak terdapat 5 kategori bentuk 
kekerasan dalam rumah tangga. Fisik, emosional, psikologis, seksual, 
ekonomi dan sosial. 
Berbagai pandangan yang telah dikemukakan di atas tentang 
bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang telah terangkum 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut: 
a. Kekerasan fisik 
Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau 
luka berat (Pasal 6), meliputi pemukulan, penganiayaan; 
b. Kekerasan psikis 
Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 
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berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 
7), misalnya: ancaman terhadap seseorang, tekanan, dan lain-lain; 
c. Kekerasan seksual 
Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 
orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau 
terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang 
lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8); 
d. Penelantaran keluarga  
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup 
rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya 
atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut 
(Pasal 9 ayat 1). 
Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang 
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi 
dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar 
rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut 
(Pasal 9 ayat 2). 
Sebagai kesimpulan, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah 
tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran 





C. Penelantaran Rumah Tangga 
1. Pengertian Penelantaran Dalam Rumah Tangga 
Undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian 
terhadap apa yang disebut sebagai “menelantarkan”, namun demikian 
dapat dipahami dan disepakati bahwa yang dimaksud dengan 
menelantarkan adalah membuat terlantar atau membiarkan terlantar, 
dan selanjutnya arti dari terlantar adalah tidak dapat terpenuhinya 
kebutuhan seseorang dalam rumah tangga. Penelantaran rumah 
tangga disini merupakan jenis tindak pidana aduan. Tindak pidana 
aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila 
ada pengaduan dari korban atau mereka yang merasa dirugikan. 
Penyimpangan penuntutan terhadap delik aduan karena kepentingan 
pribadi yang dirugikan (penderitaan) yang berhak mengadu dipandang 
perlu untuk diutamakan perlindungannya. Disini dijelaskan bahwa 
apabila korban tidak melaporkan penelantaran tersebut maka kasus 
tersebut tidak akan pernah masuk ke pengadilan.17 
Penelantaran rumah tangga adalah suatu perbuatan yang 
menelantarkan suami atau istri atau anak dalam lingkup rumah tangga . 
kekerasan ini dapat dilakukan dengan tidak memberikan kehidupan, 
perawatan atau pemeliharaan kepada oaring dalam lingkup rumah 
tangganya dan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak 
                                                             
17 Moerti Hadiati, 2011, Kekerasan Dalam rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, 
Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 93 
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di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali 
orang tersebut. Penelantaran rumah tangga biasa juga disebut dengan 
penelantaran ekonomi. Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam 
kekerasana ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat pada 
dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, 
memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. 
Beberapa bentuk kekerasan ekonomi adalah : 
a. Memaksakan korban bekerja 
b. Melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan 
menelantarkannya; 
c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, 
merampas, dan/atau memanipulasi harta benda korban. 
Kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang 
berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau 
tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan 
dasarnya. 
Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur bahwa : 
1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan  
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 
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2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi 
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 
cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di 
dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali 
orang tersebut. 
Ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga 
diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut: 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 
paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang 
yang: 
a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 
b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (2). 
2. Unsur-unsur penelantaran rumah tangga 
Seorang terdakwa dikatakan melakukan penelantaran rumah 
tangga apabila memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam 
penelantaran rumah tangga. Unsur-unsur dari penelantaran rumah 
tangga itu sendiri yaitu : 
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Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan 
bahwa: 
“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) 
setiap orang yang: 
(1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
(2) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
 9  ayat (2) 
a. Unsur Subjektif: 
Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap 
orang selaku subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana 
yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas 
suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang disini 
menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan 
sebagaimana yang didakwakan. Orang disini yaitu terdakwa atau 
suami yang melakukan perbuatan menelantarkan orang lain (istri 
dan anak) dalam lingkup rumah tangganya. 
b. Unsur Objektif: 
Bahwa yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah 
perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah 
tangganya. Setiap orang yang terbukti secara sah 
menelantarkan rumah tangganya dapat dijerat dengan ketentuan 
penelantaran rumah tangga. 
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Jika seseorang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana 
disebutkan yaitu subjek hukum (orang atau suami) serta 
menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, maka 
dapat dikatakan orang tersebut telah sah dan terbukti melakukan 
penelantaran rumah tangga sehingga dapat dijerat dengan 
hukum pidana Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Muatan yang paling penting 
dalam penelantaran rumah tangga yaitu bahwa perbuatan atau 
delik yang dilakukan tersebut masuk dalam lingkup rumah 
tangga, dari hal tersebut dapat dikatakan dalam lingkup Undang-
Undang PKDRT. Dalam penelantaran rumah tangga untuk 
menentukan berat ringannya suatu kriteria penelantaran rumah 
tangga dilihat dari fakta, alibi, serta motif orang tersebut 
mengapa melakukan kekerasan dalam rumah tangga. 
3.   Ketentuan-Ketentuan Dalam KUHP Yang Berkaitan Dengan          
      Penelantaran Dalam Rumah Tangga 
KUHP sendiri memiliki pasal yang sepadan/sesuai dengan 
penelantaran rumah tangga yakni diatur dalam BAB XV tentang 
pelenantaran orang khususnya dalam Pasal 304 dan 305 KUHP, yang 
berbunyi: 
Pasal 304 “ Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau 
membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut 
hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib 
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memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan 
atau denda paling banyak tiga ratus rupiah” 
Pasal 305 “ Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum 
tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud 
untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun enam bulan” 
4.   Ketentuan-Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 23 
      Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Berkaitan Dengan 
      Penelantaran  
Dilihat dari isinya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak pada dasarnya dapat digolongkan kedalam hukum 
administrasi. Meskipun demikian di dalam undang-undang ini juga 
dirumuskan adanya ancaman sanksi pidana untuk perbuatan-
perbuatan tertentu, baik dengan kekerasaan maupun tidak , yang 
merusak atau mengganggu terciptanya perlindungan terhadap anak. 
Secara khusus diatur dalam Pasal 77 yang berbunyi: 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: 
a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak 
mengalami kerugian, baik materiil maupun moril 
sehingga menghambat fungsi sosialnya;atau 
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b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak 
mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, 
maupun social, 
c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) 
 
D. Lingkup Rumah Tangga 
1. Pengertian Rumah Tangga18 
Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam deklarasi 
PBB tersebut, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga 
merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena 
adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, 
dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga juga 
ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya, orang tua, baik 
dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, 
kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. 
Disamping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan 
tinggal bersama-sama didalam sebuah rumah (tinggal satu atap). 
Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan 
khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” yang 
                                                             
18 Ibid, Hlm. 61 
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tercantum pada Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi Pasal 1 angka 
30 sebagai berikut: 
“keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai 
derajat tertentu atau hubungan perkawinan”. 
 
2. Ruang Lingkup Rumah Tangga19 
Ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah sebagaimana 
yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga,yaitu: 
1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: 
a.    Suami istri,dan anak; 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang   
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, 
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, yang menetap 
dalam rumah tangga; dan/atau 
c. Orang-orang  yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 
dalam rumah tangga tersebut. 
2. Orang yang sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dipandang 
sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam 
rumah tangga yang bersangkutan.penjelasan Pasal 2, ayat (1), huruf 
                                                             
19 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, Hlm. 7-8 
35 
 
a, yang di maksud dengan anak adalah termasuk anak angkat dan 
anak tiri. Huruf b, yang dimaksud dengan “hubungan perkawinan” 
dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar dan besan. 
Selanjutnya, tidak hanya dalam hubungan antara suami dan istri 
semata, dimana bahwa orang, saudara atau siapapun yang tinggal 
menetap atau bekerja dalam lingkungan rumah tangga itu termasuk 
sebagai satu kesatuan ruang lingkup rumah tangga untuk dilindungi 
hak-haknya sebagai manusia. 
Sementara, pelaku kekerasan dalam rumah tangga sendiri beragam, 
suami, ayah, keponakan, sepupu, paman, anak laki-laki,majikan. 
Secara luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang 
sudah disebutkan di atas, lingkup rumah tangga meliputi: 
a. Pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun diluar 
perkawinan 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, 
perkawinan, pengasuhan, perwalian, adopsi, dan hubungan adat 
agama. 
c. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang 
lain, yang menetap atau tidak disebuah rumah tangga. 
d. Orang yang masih atau pernah hidup atau pernah tinggal 
bersama. (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan 




E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan  
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAP yang 
dirumuskan sebagai berikut, 
“disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat 
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi 
dasar penentuan kesalahan-kesalahan terdakwa” 
Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibagi 
menjadi dua yaitu pertimbangan yuridis (fakta dan hukum) dan 
pertimbangan sosiologis. 
1. Pertimbangan Yuridis (fakta dan hukum) 
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, berdasarkan 
Pasal 1 angka (8) UU Nomor 8 tahun 1891 tentang Peradilan 
Umum, menyebutkan bahwa hakim pengadilan adalah pejabat 
yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Didalam Pasal 
31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan 
kehakiman yang diatur dalam Undang-undang. 
Didalam UUD 1945 mengenai masalah kebebasan hakim 
atau masalah kebebasan peradilan telah diatur secara tersurat 
dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Hal ini sudah menjadi jaminan yang 
cukup kuat di Indonesia, dengan demikian kebebasan peradilan 
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merupakan suatu syarat mutlak suatu negara hukum. Sebab suatu 
pengadilan yang bebas dapat memberikan pengadilan tanpa 
dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. 
Selain itu, kebebasan hakim juga mutlak diperlukan terutama 
untuk menjamin keobjektifan hakim dalam putusannya. Namun 
kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan adanya semacam hak 
istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebebas-bebasnya 
terhadap suatu perkara yang diperiksanya, karena hakim terikat 
pada hukum.  
Pada dasarnya untuk pengenaan pidana diperlukan adanya 
dua persyaratan, yaitu dapat dipidana perbuatan (strafbaarheid van 
het feit) dan dapat dipidananya orangnya atau pembuatanya 
(strafbaarheid van persoon). Dengan perkataan lain, bahwa orang 
tersebut mempunyai kesalahan (terdakwa), yang dibuktikan di 
ruang siding pengadilan dan kesalahan terdakwa ini termasuk 
dalam dakwaan penuntut umum, hal ini sesuai dengan asas “tiada 
pidana tanpa kesalahan”.  
Jadi pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan 
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya, Pasal 193 ayat (1) KUHAP.  
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana, tetapi harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah. Dua alat bukti yang sah tersebut harus dapat meyakini 
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hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang 
dilakukannya, seperti yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. 
Ketentuan Pasal 183 KUHAP ini bertujuan untuk menjamin 
kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). 
Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, 
yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut 
KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 
183 ayat (1) KUHAP ada lima alat bukti yang sah yaitu keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
2. Keterangan sosiologis 
Jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka 
menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum 
bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas 
pekerjaan mampu bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali 
pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk 
menemukan kebenaran materil. Bahkan sebenarnya tujuannya 
lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan 
menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara. 
Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib 
hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang 
tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera. 
Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim sebagai 
dasar pertimbangan sosiologis dalam menjatuhkan pidana, yaitu 
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hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang 
meringankan antara lain, terdakwa masih muda atau sudah terlalu 
tua untuk menjalani hukuman, berlaku sopan dan mengakui 
perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberikan 
keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, 
meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya.20 
Faktor-faktor yang meringkankan merupakan refleksi sikap 
yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai 
sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 28 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan 
bahwa mempertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 
Berkaitan dengan hal itu, penjelasan Pasal 28 ayat (2) menegaskan 
sebagai berikut bahwa sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari 
terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan 
pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu 
diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-
adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan 
orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli 
jiwa dan sebagainya.21 
 
 
                                                             







A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di kota Makassar khususnya di 
Instansi Pengadilan Neger Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian 
dengan pertimbangan bahwa lokasi relevan dengan masalah yang 
akan diteliti dan semua data yang di butuhkan lebih mudah diperoleh 
sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data. 
 
B. Jenis dan Sumber data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini 
terbagi atas dua  yaitu: 
1. Data primer, yakni data yang dieroleh langsung dari sumber 
dilapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelahaan 
kepustakaan yang berupa literature-literatur, karya ilmiah, 
peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari instansi yang 






C. Teknik pengumpulan data 
1. Metode penelitian: 
Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui 
metode Kepustakaan dan metode Penelitian Lapangan: 
a. Studi Kepustakaan (library Research) 
Yaitu dengan cara untuk mempelajari bahan-bahan dari buku-
buku yang berhubugan langsung dengan objek dan materil 
penulisan proposal ini, peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan proposal ini dan mempelajari suatu 
putusan,karena penulis akan membahas proposal ini dalam 
satu putusan yang berhubungan dengan penyusunan proposal 
ini. 
b. Penelitian Lapangan (field Research) 
Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer 
secara langsung pada objek-objek atau sumber data untuk 
mendapatkan data yang akurat dan objektif, maka dilaksanakan 
penelitian lapangan dengan cara wawancara mendalam, yaitu 
cara pengumpulan dengan Tanya jawab yang dilakukan secara 
sistematis dan mendalam terhadap responden (Hakim 
Pengadilan Negeri) sesuai dengan tujuan penelitian. 
2. Metode pengumpulan data 
a. Wawancara (interview) 
Yakni penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung 





Yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mencatat dan 
mengamati dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan 
permalsalahan yang akan dikaji. 
 
D. Analisi Data 
Data yang dipeoleh yakni, Data sekunder berupa putusan 
hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1634/Pid.Sus/PN.Mks 
yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan 
bahan yang sifatnya kualitatif. Jadi teknik analisis data yang 
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Tindak Pidana 
Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga 
1. Posisi Kasus 
Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu, sekitar bulan Juni 
2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan 
Gelora Pajjaiang Indah Blok AC  No. 8 kec. Biringkanaya Kota 
Makassar, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah 
tangganya yaitu saksi korban NURHIDAYAT THAHA (istri 
terdakwa), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
Pada awalnya terdakwa dan saksi korban menikah pada 
tanggal 8 Agustus 2008 sesuai kutipan akta nikah nomor : 
523/19/XII/2008 tanggal 22 November 2008 kemudian terdakwa 
dan saksi korban dikaruniai seorang anak laki-laki. Bahwa Setelah 
perkawinan tersebut rumah tangga terdakwa dan saksi korban 
rukun-rukun saja, setelah bulan Februari 2014 rumah tangga 
terdakwa dan saksi korban tidak harmonis lagi dan saksi korban 
dengan terdakwa pernah ada masalah karena selingkuhan 
terdakwa pernah menelpon saksi korban NURHIDAYAT THAHA 
dan menjelaskan bahwa ada hubungan pacaran dengan suami 
saksi korban NURHIDAYAT THAHA sehingga dengan pengakuan 
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perempuan tersebut, terdakwa dan saksi korban sering terjadi 
pertengkaran dan tidak pernah ketemu lagi bahkan terdakwa 
pernah ditemukan oleh saksi korban bersama dengan perempuan 
tersebut di rumah keluarganya namun sampai disana saksi korban 
hanya dibiarkan saja dan malah ditinggal pergi oleh terdakwa. 
Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada saksi korban sejak 
bulan Juni 2014 sampai sekarang dan sejak bulan Ramadhan 2014 
terdakwa tidak pernah lagi bermalam dirumah dan apabila terdakwa 
pulang kerumah hanya sebentar datang lalu pergi lagi dan bahkan 
setelah terdakwa pergi dari rumah dan meninggalkan saksi korban, 
saat itu anak saksi korban juga dibawa pergi oleh terdakwa dan 
tidak dipertemukan lagi dengan saksi korban bahkan saksi korban 
pernah mencari terdakwa ke Jeneponto tetapi saksi korban malah 
diusir oleh terdakwa dan malah mengatakan “kamu kembali saja ke 
Makassar dan jangan cari saya lagi selaku suamimu” dan sampai 
saksi korban pulang ke Makassar, terdakwa tidak mempertemukan 
saksi korban dengan anaknya. 
Kemudian orang tua saksi korban, saudara bahkan om saksi 
korban pernah pergi mencari terdakwa ke Jeneponto untuk 
dimediasi supaya terdakwa bisa baik kembali dengan istrinya dan 
saksi korban dapat bertemu dengan anaknya lagi, tetapi terdakwa 
mengatakan bahwa “kalau kamu cabut laporan kamu di Polda, 
kamu bisa mengambil anakmu” dan saat itu saksi korban 
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mengatakan “tolong kamu kasih itu anakmu karena dia masih 
dibawah umur butuh pengasuhan dari ibunya” tetapi saat itu saksi 
korban tidak dipertemukan dengan anaknya. Terdakwa di mutasi ke 
Jeneponto pada bulan September 2014 dan terdakwa dengan saksi 
korban pernah disidang di Polres Jeneponto dimana saat itu 
terdakwa bersedia untuk rujuk kembali dengan saksi korban tetapi 
sampai sekarang tidak terjadi. 3 (tiga) minggu setelah sidang 
disiplin di Polres Jeneponto, saksi korban ke Jeneponto lagi untuk 
menemui terdakwa dengan niat baik untuk rujuk dan ketemu 
dengan anaknya tetapi saksi korban mendapat perlakuan yang 
tidak baik dari terdakwa bahkan saksi korban di usir dan diancam 
apabila saksi korban mengambil anaknya. 
Terdakwa dan saksi korban sudah berkali-kali di mediasi 
untuk memperbaiki rumah tangganya namun terdakwa tidak ada 
niat untuk rujuk dengan saksi korban malah perempuan 
selingkuhan terdakwa sudah tinggal dirumah terdakwa di 
Jeneponto. Terdakwa sudah menelantarkan istrinya yaitu saksi 
korban NURHIDAYAT THAHA dengan tidak lagi menafkahi saksi 
korban padahal saksi korban NURHIDAYAT THAHA adalah istri 
sah dari terdakwa dimana seharusnya menurut hukum terdakwa 
wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan 
kepada istrinya yaitu saksi korban NURHIDAYAT THAHA tetapi 
terdakwa tidak melakukan hal tersebut. 
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2. Dakwaan jaksa penuntut umum 
Jaksa penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan 
membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diajukan 
oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang 
pengadilan. 
Terdakwa Kaharuddin didakwakan dengan dakwaan Tunggal 
oleh jaksa penuntut umum . Adapun dakwaan jaksa penuntut 
umum dalam perkara Nomor 1634/Pid.Sus/2015/PN.Mks sebagai 
berikut : 
Bahwa ia terdakwa Kaharuddin sekitar bulan Juni 2014 atau 
setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Gelora 
Pajjaiang Indah Blok AC  No. 8 kec. Biringkanaya Kota Makassar, 
telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, 
padahal menurut  hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut yaitu saksi 
korban NURHIDAYAT THAHA (istri terdakwa) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 49 huruf (a) Undang-
Undang No 23 Tahun 2004, yang dilakukan Terdakwa dengan cara 
sebagai berikut: 
Pada awalnya terdakwa dan saksi korban menikah pada 
tanggal 8 Agustus 2008 sesuai kutipan akta nikah nomor : 
523/19/XII/2008 tanggal 22 November 2008 kemudian terdakwa 
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dan saksi korban dikaruniai seorang anak laki-laki. Bahwa Setelah 
perkawinan tersebut rumah tangga terdakwa dan saksi korban 
rukun-rukun saja, setelah bulan Februari 2014 rumah tangga 
terdakwa dan saksi korban tidak harmonis lagi dan saksi korban 
dengan terdakwa pernah ada masalah karena selingkuhan 
terdakwa pernah menelpon saksi korban NURHIDAYAT THAHA 
dan menjelaskan bahwa ada hubungan pacaran dengan suami 
saksi korban NURHIDAYAT THAHA sehingga dengan pengakuan 
perempuan tersebut, terdakwa dan saksi korban sering terjadi 
pertengkaran dan tidak pernah ketemu lagi bahkan terdakwa 
pernah ditemukan oleh saksi korban bersama dengan perempuan 
tersebut di rumah keluarganya namun sampai disana saksi korban 
hanya dibiarkan saja dan malah ditinggal pergi oleh terdakwa. 
Bahwa Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada saksi 
korban sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang dan sejak bulan 
Ramadhan 2014 terdakwa tidak pernah lagi bermalam dirumah dan 
kalaupun terdakwa pulang kerumah hanya sebentar datang lalu 
pergi lagi dan bahkan setelah terdakwa pergi dari rumah dan 
meninggalkan saksi korban, saat itu anak saksi korban juga dibawa 
pergi oleh terdakwa dan tidak dipertemukan lagi dengan saksi 
korban bahkan saksi korban pernah mencari terdakwa ke 
Jeneponto tetapi saksi korban malah di usir dan terdakwa tidak 
mempertemukan saksi korban dengan anaknya. 
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Kemudian orang tua saksi korban, saudara bahkan om saksi 
korban pernah pergi mencari terdakwa ke Jeneponto untuk 
dimediasi supaya terdakwa bisa baik kembali dengan istrinya dan 
saksi korban dapat bertemu dengan anaknya lagi, tetapi terdakwa 
saat itu tidak mempertemukan saksi korban dengan anaknya. 
Bahwa Terdakwa di mutasi ke Jeneponto pada bulan September 
2014 dan terdakwa dengan saksi korban pernah disidang di Polres 
Jeneponto dimana saat itu terdakwa bersedia untuk rujuk kembali 
dengan saksi korban tetapi sampai sekarang tidak terjadi. 3 (tiga) 
minggu setelah sidang disiplin di Polres Jeneponto, saksi korban ke 
Jeneponto lagi untuk menemui terdakwa dengan niat baik untuk 
rujuk dan bertemu dengan anaknya tetapi saksi korban mendapat 
perlakuan yang tidak baik dari terdakwa bahkan saksi di usir dan 
diancam apabila saksi korban mengambil anaknya. 
Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah berkali-kali di 
mediasi untuk memperbaiki rumah tangganya namun terdakwa 
tidak ada niat untuk rujuk dengan saksi korban malah perempuan 
selingkuhan terdakwa sudah tinggal dirumah terdakwa di 
Jeneponto. Bahwa Terdakwa sudah menelantarkan istrinya yaitu 
saksi korban NURHIDAYAT THAHA dengan tidak lagi menafkahi 
saksi korban padahal saksi korban NURHIDAYAT THAHA adalah 
istri sah dari terdakwa  dimana seharusnya menurut hukum 
terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau 
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pemeliharaan kepada istrinya yaitu saksi korban NURHIDAYAT 
THAHA tetapi terdakwa tidak melakukan hal tersebut. 
Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara 
berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, 
petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut : 
1. Keterangan saksi-saksi 
1) Saksi Nurhidayat Thaha (korban), dibawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa benar saksi merupakan istri sah dari terdakwa 
Kaharuddin sesuai kutipan akta nikah Nomor: 
523/19/XII/2008 tanggal 22 Novomber 2008 dan mereka 
telah dikaruniai anak seorang laki-laki yang saat ini berusia 
6 (enam) tahun atas nama M. Rantis Fairuz Bakin. 
 Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sekitar bulan juni 
2014 di rumahnya yang beralamat di Gelora Pajjaiang Indah 
Blok AC No.8 Kec. Biringkanaya Kota Makassar, suami 
saksi yaitu terdakwa Kaharuddin telah melakukan 
penelantaran terhadap saksi selaku istri yang sah dari 
terdakwa. 
 Bahwa benar saksi menjelaskan sejak menikah pada bulan 
Desember 2008 hingga bulan Februari 2014 keadaan 
rumah tangganya harmonis. Namun sejak februari 2014 
mulai tidak harmonis dan menurut saksi pemicunya adalah 
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adanya wanita lain atau pihak ketiga. Bahwa saksi pernah 
mendapati terdakwa berada dirumah perempuan 
selingkuhannya namun saat itu suaminya justru pergi 
meninggalkan saksi. 
 Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa Kaharuddin 
sudah meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah 
lahir batin kepada istri sejak Juni 2014 hingga sekarang. 
 Bahwa benar selama tidak diberikan nafka oleh terdakwa, 
saksi berusaha mencari nafkah sendiri dan terkadang 
dibantu oleh orang tua saksi sedangkan selama berumah 
tangga dengan terdakwa Kaharuddin, ada kredit rumah dan 
motor yang kini harus ditanggung sendiri oleh saksi. 
 Bahwa anaknya An.M.Rantis Fairuz Bakin berada dengan 
terdakwa Kaharuddin di Jeneponto dan saksi korban tidak 
diperbolehkan bertemu dengan anak kandungnya. 
 Bahwa benar saksi merasa keberatan atas penelantaran 
yang dilakukan oleh terdakwa dan sejak terdakwa 
Kaharuddin pergi dari rumah dengan membawa anak 
mereka ke Jeneponto, saksi korban selaku ibu kandungnya 
tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anaknya. 
 Bahwa benar saksi tidak pernah diajak oleh terdakwa 
Kaharuddin selaku suami untuk ikut ke tempat tugasnya 
yang baru di Jeneponto dan anaknya sudah dibawa 
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terdakwa Kaharuddin secara diam-diam sejak saksi 
melaporkan terdakwa ke Polda. Dan saat ini saksi tidak di 
ijinkan untuk bertemu selama saksi tidak mecabut laporan di 
Polda. 
 Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam 
BAP. 
2) Saksi Sutris, dibawah sumpah yang pada pokonya 
menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa benar saksi merupakan Paur Verifikasi Staf Juru 
Bayar Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel. 
 Bahwa benar saksi mengenal Lk. Kaharuddin karena saat 
itu terdakwa merupakan anggota Dit Reskrimum Polda 
Sulsel sebelum pindah ke Polres Jeneponto dan kami 
sering berhubungan dengan masalah gaji namun saksi 
dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga. 
 Bahwa benar saksi menjelaskan gaji dari tersangka Lk. 
Kaharuddin sebesar Rp. 4.101.300 (empat juta seratus satu 
ribu tiga ratus rupiah) dengan perinician potongan sebagai 
berikut: 
-Potongan BRI Somba Opu : Rp 2.621.500,- 
-potongan Primkopol : Rp 50.00,- 
-potongan Primkopol : Rp 600.000,- 
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Jadi tersangka setiap bulannya hanya menerima gaji 
sebesar Rp. 829.800 (delapan ratus dua puluh 
Sembilan ribu delapan ratus rupiah). 
 Bahwa benar saksi menjelaskan pada bulan juni 2014 istri 
tersangka An. Nurhidayat Thaha pernah datang kekantor 
Ditreskrimum Polda Sulsel untuk mengambil gaji 13 milik 
tersangka Lk. Kaharuddin sebesar Rp. 2.678.400 (dua juta 
enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah). 
 Bahwa benar sejak bulan april 2015 gaji dari tersangka Lk. 
Kaharuddin sudah dipindahkan kesatuan yang baru dimana 
tersangka dipindah tugaskan yaitu di Polres Jeneponto. 
 Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam 
BAP. 
3) Saksi Taufik Thaha, yang pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
 Bahwa benar saksi merupakan kakak kandung dari saksi 
korban An. Nurhidayat Thaha. 
 Bahwa benar saksi mengenal An. Kaharuddin karena 
merupakan adik ipar saksi. 
 Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa Lk. 
Kaharuddin menikah dengan Nurhidayat Thaha pada 
tanggal 08 Agustus 2008 di Pangkep dan teah dikaruniai 
seoarang anak laki-laki An. M. Rantis Fairuz Bakin. 
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 Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kehidupan rumah 
tangga Pr. Nurhidayat Thaha dengan Lk. Kaharuddin pada 
awalnya harmonis namun pada sekitar bulan Ramadhan 
tahun 2014, terdakwa Kaharuddin tidak pernah bermalam di 
rumah hanya datang sebentar lalu pergi dan sejak itu Pr. 
Nurhidayat Thaha tidak diberikan nafkah. 
 Bahwa benar saksi mengetahui saat diminta tolong oleh 
saksi korban Pr. Nurhidayat Thaha untuk membantu 
mencari keberadaan suaminya yaitu terdakwa Kaharuddin 
dirumah selingkuhannya An. Rezki Amelia di Jl. 
Rappokalling Makassar karena sudah 3 bulan tidak pulang 
kerumah. 
 Bahwa benar terdakwa Kaharuddin sudah tidak lagi 
memberikan nafkah lahir batin kepada saksi korban 
Nurhidayat Thaha sejak bulan juni 2014. 
 Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam 
BAP. 
4) Saksi H. Mth. Dg. Nanrang, yang pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut: 
 Bahwa benar saksi mengenal saksi korban Pr. Nurhidayat 




 Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Kaharuddin, 
terdakwa sejak menikahi anakanya yaitu saksi korbanPr. 
Nurhidayat Thaha dan terdakwa Kaharuddin merupakan 
anak menantu saksi. Saksi menjelaskan bahwa Lk. 
Kaharuddin merupakan suami sah dari Pr. Nurhidayat 
Thaha yang telah menikah pada tanggal 08 Agustus 2008 
dan telah dikaruniai seorang anak An. M. Rantis berusia 6 
tahun. 
 Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa sudah 
meninggalkan saksi korban Nurhidayat Thaha selama lebih 
dari 1 (satu) tahun sejak bulan juni 2014. 
  Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui pasti 
penyebabnya terdakwa Kaharuddin meninggalkan saksi 
korban Nurhidayat Thaha namun setelah ada laporan 
terdakwa Kaharuddin di provost Polres Jeneponto saksi 
mengetahui bahwa terdakwa Kaharuddin telah memiliki 
wanita lain yang tidak saksi kenal. 
 Bahwa benar terdakwa Kaharuddin meninggalkan saksi 
korban Nurhidayat Thaha dan tidak pernah memberikan 
nafkah lagi bahkan cicilan rumah dan motor dibayar oleh 
saksi korban Nurhidayat Thaha sendiri. 
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 Bahwa benar selama ditinggalkan oleh terdakwa 
Kaharuddin, saksi korban Nurhidayat Thaha membiayai 
dirinya sendiri karena memiliki pekerjaan sebagai guru. 
 Bahwa benar pada saat sidang di Polres Jeneponto sekitar 
bulan Desember 2014, terdakwa berjanji ingin rujuk kembali 
dengan saksi korban Nurhidayat Thaha namun sampai 
sekarang tidak juga kembali rujuk. Bahwa pada bulan 
februari 2015 saksi bersama saksi korban Nurhidayat 
Thaha dan Taufik Thaha mendatangi terdakwa Kaharuddin 
di Jeneponto melalui kepala desa dengan tujuan untuk 
mebicarakan solusi namun justru terdakwa Kaharuddin 
tidak mau dan anak kandung saksi korban disembunyikan 
oleh terdakwa dan tidak boleh bertemu dengan ibu 
kandungnya yaitu saksi korban Nurhidayat Thaha dan 
terdakwa Kaharuddin bilang “kalau kau cabut laporanmu ku 
kasih anakmu”. 
 Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam 
BAP. 
2.   Alat Bukti Surat ;- 
3.   Keterangan Terdakwa. 
Terdakwa Kaharuddin Didepan persidangan yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
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 Bahwa benar terdakwa mengenal saksi Nurhidayat Thaha 
sejak tahun 2007 di Makassar kemudian terdakwa menikah 
secara sah dengan saksi Nurhidayat Thaha pada tanggal 
08 Agustus 2008 sesuai kutipan akta nikah nomor: 
523/19/XII/2008 tanggal 22 November 2008 dan telah 
dikaruniai satu orang anak An. Muh Rantis Fairuz Bakin 
yang berusia 6 (enam) tahun. 
 Bahwa benar terdakwa marah kepada istrinya karena istri 
terdakwa atau (saksi korban) mengambil kredit sebesar Rp. 
100.000.000- (seratus juta rupiah) dan ternyata uang 
diberikan kepada mertuanya untuk menjadi caleg. 
 Bahwa benar terdakwa menjelaskan keadaan rumah 
tangganya dengan Nurhidayat Thaha pada awalnya 
harmonis namun mulai tahun 2014 keadaan rumah tangga 
tidak ada lagi kebaikan 
 Bahwa benar mengaku tidak pernah meninggalkan dan 
menelantarkan istrinya yaitu Nurhidayat Thaha karena pada 
bulan Juli 2014 Nurhidayat Thaha datang ke bensat Dit 
Reskrimum Polda Sulsel untuk menrima gaji 13 saya 
kemudian pada bulan Agustus 2014 Sdri Nurhidayat Thaha 
juga telah menjual rumah yang terletak di Gelora Pajjaiang 
Indah Blok AC No. 08 Kota Makassar senilai Rp. 
500.000.0000,- dan hasil penjualannya diambil oleh 
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Nurhidayat Thaha dan tidak memberikan sebagian kepada 
terdakwa padahal rumah tersebut merupakan harta 
bersama dimana terdakwa mengambil kredit di Bank BRI 
dengan jaminan SKEP. 
 Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah meninggalkan dan 
menelantarkan istinya Nurhidayat Thaha karena pada bulan 
September 2014 terdakwa dimutasikan di Dit Reskrimum 
Polda Sulsel ke Polres Jeneponto berdasarkan STR 
Nomor: STR/780/XI/2014 tanggal 02 September 2014 
namun pada penugasan terdakwa di Polres Jeneponto, 
Nurhidayat Thaha selaku istri tidak mau ikut ke Jeneponto 
tanpa alasan yang jelas. 
 Bahwa benar penghasilan terdakwa setiap bulan sebesar 
Rp. 4.000.000,- namun ada potongan dari BRI untuk panjar 
rumah sehingga hanya menerima Rp. 800.000,- perbulan. 
 Bahwa benar terdakwa sebelumnya bertugas di Dit 
Reskrimum Polda Sulsel namun saat ini sudah pindah 
tugas ke Polres Jeneponto sejak bulan November 2014. 
 Bahwa pada saat terdakwa pindah tugas ke Jeneponto, 
terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban 
Nurhidayat Thaha karena saat itu sudah tidak tinggal satu 
rumah dan terdakwa tidak pernah mengajak serta saksi 
korban Nurhidayat Thaha untuk ikut ke tempat tugas yang 
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baru di Jeneponto. Kemudian pada saat sidang disiplin di 
Polres Jeneponto, atasan terdakwa melakukan mediasi 
untuk rujuk namun terdakwa dan saksi korban tidak bisa 
rujuk kembali. Di dalam persidangan juga terdakwa dan 
saksi korban tidak bisa rujuk lagi. 
 Bahwa benar terdakwa mengakui keterangannya dalam 
BAP di Penyidik. 
4.   Petunjuk 
Dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan 
terdakwa, telah terdapat petunjuk yang satu sama lainnya 
saling berhubungan, yang juga merupakan bukti yang cukup 
tentang perbuatan terdakwa. 
5.   Barang Bukti 
- 1(satu) buah buku akte nikah istri warna hijau Nomor 
523/19/XII/2008 tanggal 22 November 2008 
- 1(satu) buah akte nikah suami warna merah Nomor 
523/19/XII/2008 tanggal 22 November 2008 
Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat 
dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut 
perlu ditinjau tentang pertanggungjawaban pidananya, apakah 




Bahwa dalam proses pemeriksaan terdakwa di sidang 
pengadilan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun 
alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa tersebut 
sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat 
dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar 
Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Mengenai tuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak 
pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan 
suami terhadap istri yang dilakukan oleh terdakwa Kaharuddin, 
maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
memututskan: 
1. Menyatakan terdakwa Kaharuddin, terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah 
tangganya yaitu istrinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 
huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kaharuddin, oleh 




3. Barang bukti berupa: 
- 1 (satu) buah buku akte nikah istri warna hijau Nomor 
523/19/XII/2008 November 2008 
- 1 (satu) buah akte nikah suami warna merah Nomor 
523/19/XII/2008 November 2008 
Kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak; 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 
  
4. Amar Putusan 
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini 
adalah sebagai berikut: 
Mengadili 
1. Menyatakan Terdakwa Kaharuddin telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu 
istri; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kaharuddin dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 
3. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) buah buku Akta Nikah Isteri warna hijau Nomor 
523/19/XII/2008 tanggal 22 November 2008; 
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- 1 (satu) buah buku Akta Nikah Suami warna merah Nomor 
523/19/XII/2008 tanggal 22 November 2008, masing-masing 
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nurhidayat dan 
Terdakwa Kaharuddin; 
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 
 
    5.    Analisi Penulis 
Berdasarkan putusan perkara 1634/Pid.Sus.2015/PN.Mks, 
hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa bahwa 
terbukti melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam 
lingkup rumah tangganya yaitu istrinya” sebagaimana telah diatur 
dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
 Menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang 
terdapat dalam perkara ini telah sesuai . Hal ini karena ketentuan 
pidana yang diterapkan dalam penelantaran dalam rumah tangga 
pada putusan 1634/Pid.Sus/2015/PN.Mks telah mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus ini memang 
pelaku dan korban adalah suami istri sehingga termasuk dalam 
kekerasan dalam rumah tangga. 
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 Hal ini sesuai dengan keterangan Hakim berdasarkan hasil 
wawancara dengan Kadarisman, SH.MH (wawancara,22 November 
2016) yang menyatakan sebagai berikut:  
 “Dalam penerapan ketentuan kasus ini sudah tepat dengan 
menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena telah jelas 
dalam dakwaan jaksa penuntut umum bahwa baik pelaku maupun 
korban masih terikat dalam tali perkawinan. Hal ini termasuk dalam 
ruang lingkup rumah tangga.” 
 Lebih lanjut keterangan hakim berdasarkan hasil wawancara 
dengan Kadarisman, SH.MH (wawancara, 22 November 2016) 
menyatakan bahwa : 
“Adapun dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan tunggal 
yakni Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sudah 
benar karena jaksa penuntut umum menerapkan asas lex specialis” 
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut : 
1. Setiap orang. 
2. Menelantarkan orang lain dalam rumah tangga 
3. Pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 
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Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur satu persatu 
yang juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Unsur setiap orang 
Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah 
subyek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau 
tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan di depan hukum. 
Bahwa terdakwa Kaharuddin sejak proses penyidikan, 
penuntutan, dan hingga pemeriksaan dalam persidangan telah 
mampu mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab 
pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga 
perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan di 
depan hukum. Perbuatan terdakwa tersebut tidak terdapat 
alasan pemaaf dan pembenar menurut ketentuan hukum yang 
berlaku. 
Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “setiap orang” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 




Bahwa yang dimaksud dengan “menelantarkan” disini 
adalah bahwa seorang suami yang tidak ambil peduli dengan 
kehidupan istri ataupun anaknya, sementara kehidupan anak 
atau istri tergantung kepada suami. Hal serupa itu sudah bisa 
dipandang sebagai perbuatan penelantaran karena suami 
terikat dengan perjanjian perkawinan, dimana suami 
berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri 
ataupun anaknya. 
Penelantaran dalam rumah tangga seperti ini adalah 
perbuatan seseorang yaitu suami dalam rumah tangga yang 
menurut hukum di wajibkan kepada seseorang yaitu suami 
tetapi tidak dipenuhi. 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan 
persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi yang di 
sumpah dan di dukung pula dengan keterangan terdakwa 
sendiri di dalam persidangan, maka di peroleh fakta bahwa 
benar di mulai pada bulan Juni 2014 bertempat di Jalan Gelora 
Pajjaiang Indah Blok AC No.8 Kec.Biringkanaya Kota Makassar, 
terdakwa Kaharuddin telah menelantarkan istrinya yaitu saksi 
korban Nurhidayat Thaha dengan cara terdakwa tidak lagi 
memberikan nafkah kepada saksi korban sejak bulan Juni 2014 
sampai sekarang dan sejak bulan Ramadhan 2014 terdakwa 
tidak pernah lagi bermalam dirumah dan kalaupun terdakwa 
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pulang kerumah hanya sebentar datang ke rumah lalu pergi lagi 
dan bahkan setelah terdakwa pergi dari rumah dan 
meninggalkan saksi korban, saat itu anak saksi korban juga 
dibawa pergi oleh terdakwa dan saksi korban tidak 
dipertemukan lagi dengan anaknya. 
Dalam hal ini telah jelas bahwa saksi korban merupakan 
bagian dalam lingkup rumah tangga dan terdakwa sudah 
menelantarkan istrinya yaitu saksi korban Nurhidayat Thaha 
dengan tidak lagi menafkahi saksi korban Nurhidayat Thaha 
adalah istri sah dari terdakwah dimana seharusnya menurut 
hukum terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau 
pemeliharaan kepada istrinya yaitu saksi korban Nurhidayat 
Thaha tetapi terdakwa tidak melakukan hal tersebut.  
Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
3. Unsur pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau 
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang 
tersebut. 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang 
disumpah dan keterangan terdakwah sendiri, maka diperoleh 
fakta bahwa benar saksi korban Pr. Nurhidayat Thaha adalah 
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istri terdakwah sendiri yang pada awal pernikahan, terdakwah 
dan saksi korban tinggal serumah dimana terdakwa menikahi 
saksi korban pada tanggal 8 Agustus 2008 sesuai kutipan akta 
nikah Nomor : 523/19/XII/2008 tanggal 22 November 2008 dan 
kemudian terdakwa dan saksi korban dikaruniai seorang anak 
laki-laki. Setelah itu terdakwa malah meninggalkan istrinya 
dengan membawa pergi anak mereka. 
Disini telah jelas bahwa terdakwa sudah menelantarkan 
istrinya yaitu saksi korban Nurhidayat Thaha. 
Dalam hal ini telah jelas bahwa saksi korban Nurhidayat 
Thaha merupakan bagian dalam lingkup rumah tangga sesuai 
yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan ini 
sedang menurut hukum yang berlaku baginya terdakwa wajib 
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan 
terhadap anggota keluarganya. 
Penerapan hukum terhadap tindak pidana penelantaran 
dalam lingkup rumah tangga dalam Putusan Nomor 
1634/Pid.Sus/2015/PN.Mks telah sesuai dengan tindak pidana 
yang telah dilakukan karena berdasarkan fakta diatas, maka 





B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 
1634/Pid.Sus/2015/PN.Mks 
1. Pertimbangan Hakim 
Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dalam 
surat dakwaanya tanggal 3 November 2015, telah didakwa 
melakukan tindak pidana, yakni melanggar Pasal 49 huruf (a) 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, 
Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi, yang masing-
masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai 
dengan agama dan keyakinannya: 
1. Saksi Nurhidayat Thaha, S.Pd 
2. Saksi Taufik Thaha; 
3. Saksi Sutris, 
4. Saksi H.MTH.Dg Nanrang, 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar 
keterangan terdakwa. 
Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu 
yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang 
untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi 
satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 
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Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa, yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, 
maka Majelis Hakim telah dapat meperoleh fakta-fakta hukum, 
sebagai berikut: 
- Bahwa benar terdakwa adalah suami dari perempuan 
Nurhidayat Thaha dalam perkawinan tersebut telah lahir 
seorang anak laki-laki bernama Muh Rantis Fairus yang masih 
berusia 6 (enam) 
- Bahwa benar mereka tinggal di BTN Gloria pajjaiang Blok AC 
Nomor 8, Kecamatan Biringkanaya dan sejak bulan Februari 
2014 Terdakwa meninggalkan rumah tempat kediaman mereka 
pada bulan September terdakwa telah dimutasi dari Polda 
Sulsel ke Polres Jeneponto; 
- Bahwa penyebab terjadinya keretakan rumah tangga mereka 
karena adanya dugaan dari isteri bahwa suami telah 
berselingkuh dengan wanita lain sehingga saat terdakwa ke 
Polres Jeneponto saksi Nurhidayat tidak mendampingi karena 
sakit hati atas di temukannya bukti bahwa terdakwa telah 
membawa seorang wanita untuk dirawat di Rumah Sakit Islam 
Faisal, atas pertanyaan suster yang merawat, terdakwa 
mengaku sebagai isterinya; 
- Bahwa keretakan rumah tangga terdakwa telah dilakukan 
upaya untuk merukunkan kembali kehidupan rumah tangganya 
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dengan melibatkan keluarga pihak isteri dan suami namun tidak 
berhasil. 
- Bahwa pada saat di sidang disiplin di Polres Jeneponto 
terdakwa sempat mengungkapkan ingin rujuk, 3 (tiga) minggu 
setelah sidang disiplin Nurhidayat (isteri)  mendatangi terdakwa 
untuk menemui anaknya karena sejak bulan September 2014, 
anak tersebut telah dibawa pergi terdakwa ke Jeneponto. 
- Bahwa pernyataan terdakwa akan rujuk dengan sang isteri 
tidak terbukti bahkan saat Nurhdayat Thaha akan menemui 
anaknya di Jeneponto diusir oleh terdakwa; 
- Bahwa sejak terdakwa meninggalkan isteri pada bulan Juni 
2014 sampai sekarang ini tidak pernah lagi memberi hak 
Nurhidayat Thaha sebagai isteri (nafkah lahir dan bathin) 
- Bahwa benar Nurhidayat Thaha pernah  mengambil gaji 13 
(tiga belas) tahun 2014 terdakwa untuk membayar tagihan 
motor yang sudah 2 (dua) bulan menunggak, tagihan TV 2 
(dua) buah, angsuransi rumah sudah 3 (tiga) bulan tidak 
terbayar sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah); 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas 
dihubungkan dengan unsur delik dari Pasal yang didakwakan, 
majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak 
pidana dalam sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum 
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melanggar Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 
Menimbang, bahwa dari kenyataanya yang diperoleh selama 
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan 
bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung 
jawabkan kepadanya. 
Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung 
jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak 
Pidana “Melakukan perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah 
tangga” 
Menimbang, bahwa kerena terbukti bersalah maka terdakwa 
akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dengan 
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
sebagai berikut; 
Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa menyebabkan isteri mengalami kerugian 
baik materi maupun moril 
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan isteri tidak dapat bertemu 
dengan sang anak yang merupakan buah hatinya bersama 
terdakwa; 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa sopan dipersidangan; 
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana. 
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Menimbang, bahwa pidana sebagaimana terurai dalam amar 
putusan, dinilai hakim sudah memenuhi rasa kepatutan dan 
keadilan. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan 
terbukti bersalah dan dipidana maka ia harus membayar biaya 
perkara. 
2. Putusan Hakim 
Berdasarkan unsur-unsur dari pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasaan Dalam 
Rumah Tangga, Majelis hakim berkesimpulan  bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
yang didakwakan kepadanyaa dalam dakwaan tunggal yang dibuat 
oleh jaksa penuntut umum. 
3. Analisis  penulis 
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek 
penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. 
Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan 
kepastian hukum tentang statusnya. Dalam upaya membuat 
putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis dan 
keterangan sosiologis. Hakikat dari pertimbangan yuridis 
merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana 
apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai 
dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut 
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Umum. Sedangkan keterangan sosiologis merupakan penjatuhan 
pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, 
keadilan dan kepastian hukum. 
Menjatuhkan pidana bagi terdakwa harus 
mempertimbangkan itikad baik maupun itikad jahat terdakwa 
sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “Dalam 
mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. 
Sehingga dalam perkara pidana ini juga memuat mengenai hal 
yang meringankan dan memberatkan sebagai pertimbangan hakim. 
Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan hakim 
Kadarisman, SH.MH (wawancara 22 November 2016) menyatakan 
bahwa: 
“Dalam menjatuhkan putusan hakim akan memberikan 
pertimbangan hal-hal yang sesuai dengan fakta-fakta dalam 
persidangan. Selain itu perlu juga mempertimbangkan unsur-
unsur dalam ketentuan pidana yang diterapkan, apabila telah 
memenuhi semua unsur maka harus dipidana.”  
Mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa, 
Majelis Hakim memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum yang 
dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 
berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan keyakinan hakim. 
Dalam kasus ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa 
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menimbulkan kerugian materil maupun moril pada korban. Selain 
itu, mengakibatkan korban tidak dapat bertemu dengan anak 
kandungnya bersama terdakwa.  
Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang 
meringankan terdakwa. Dalam kasus ini keadaan yang 
meringankan adalah terdakwa sopan dipersidangan dan belum 
pernah dijatuhi pidana. Pertimbangan ini berdasarkan itikad baik 
terdakwa yang tidak menghambat proses persidangan. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dari aspek 
yuridis dan aspek sosiologis maka hakim menjatuhkan putusan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa 
Kaharuddin. 
Menurut pandangan penulis, seharusnya hakim bisa melihat 
hal-hal lain yang dapat memberatkan terdakwa. Putusan hakim 
yang menjatuhkan terdakwa hukuman hanya selama 1 (satu) tahun 
dinilai terlalu ringan. Melihat Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2004,yaitu:  
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau 
denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta 
rupiah), setiap orang yang: 
(a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah 
tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
 
Hakim dapat memberikan ancaman lebih berat dari tuntutan 
melihat efek yang di timbulkan bagi korban dapat mempengaruhi 
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kondisi psikis korban sebab terdakwa tidak mempertemukan korban 
dengan anak kandungnya. Seperti sakit hati akibat perbuatan 
terdakwa, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 
berdaya dan penderitaan psikis yang berat. Jika melihat Pasal 45  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: 
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-
anak   mereka sebaik-baiknya. 
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, 
kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara 
kedua orang tua putus. 
 
Jika melihat pasal di atas, kedua orang tua meskipun telah 
berpisah tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak. 
Hal ini bertentangan dengan sikap yang ditunjukkan oleh terdakwa 
yang secara tidak langsung menghilangkan kewajiban salah satu 
orang tua. Sesuai dengan keterangan beberapa saksi, terdakwa 
memposisikan saksi korban untuk melanggar kewajiban sebagai 
orang tua. 
Di sisi lain melihat anak dari terdakwa dan saksi korban yang 
masih berusia 6 (enam) tahun, orang tua masih berkewajiban 
memelihara dan mendidik anak. Sehingga penulis merasa sosok 
seorang ibu dalam hal ini sebagai korban masih sangat dibutuhkan 
oleh anak. Namun, fakta yang terjadi terdakwa tidak 
mempertemukan anak dengan korban.  
Menurut penulis, ancaman penjara lebih dari 1 (satu) tahun 
dinilai lebih tepat diberikan kepada terdakwa agar menimbulkan 
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efek jera bagi terdakwa. Selain itu agar kasus serupa diharapkan 

























A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, maka 
penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menyangkut dari 
pembahasan skripsi ini :   
1. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
penelantaran dalam rumah tangga dalam perkara Nomor 
1634/Pid.Sus/2015/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan hukum 
dalam hal ini Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
yang mengatur tentang ketentuan pidana penelantaran dalam 
rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 49 huruf 
(a) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan. Dalam perkara Nomor 
1634/Pid.Sus/2015/PN.Mks tindak pidana penelantaran yang 
dilakukan dalam lingkup rumah tangga dalam hal ini suami 
terhadap istrinya. Maka terdakwa wajib 
mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan 
yang dijatuhkan majelis hakim yaitu menjalani pidana penjara 
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selama 1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000.- (lima ribu rupiah) 
2. Bahwa dalam penjatuhan putusan majelis hakim mempunyai 
pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari 
tuntutan jaksa penuntut umum, fakta dalam persidangan seperti 
bukti dan kesaksian, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan 
pasal yang di dakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan. Sehingga putusan hakim dapat melebihi 1 (satu) 
tahun namun tidak lebih dari batas maksimal 3 (tiga) tahun 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (a) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut dapat dilakukan majelis 
hakim untuk memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian 
hukum.  
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa 
saran antara lain: 
1. Agar perempuan tidak menjadi mayoritas korban penelantaran 
dalam rumah tangga, maka mereka diharapkan bisa mengetahui 
tentang hak dan kewajiban sebagai istri. Selain itu, korban 
penelantaran dalam rumah tangga yang sebagian besar 
perempuan juga harus lebih berani menceritakan dan melaporkan 
tentang tindak penelataran yang menimpanya, serta tidak lagi 
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memandang penelantaran dalam rumah tangga sebagai aib yang 
harus ditutupi. 
2. Penerapan hukum terhadap tindakan penelantaran rumah tangga 
dalam hal ini penelantaran istri oleh suami masih belum 
memberikan perlindungan terhadap kepentingan para istri dalam 
hal ini perlindungan secara ekonomi, oleh sebab itu diharapkan 
adanya perpanjangan tangan oleh pemerintah dalam membantu 
para istri dimana adanya sosialisasi terhadap para istri yang telah 
ditelantarkan oleh suaminya untuk dapat hidup mencari nafkahnya 
hingga para istri tersebuT dapat mandiri dalam menafkahi 
hidupnya. Juga dalam hal putusan hakim seharusnya memberikan 
putusan agar para suami yang menelantarkan istrinya tetap untuk 
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